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KATA PENGANTAR 

 

 

 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan 

karunia-Nya yang telah memberikan kami kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan 

makalah ini. Makalah ini berjudul Musyawarah Desa Khusus Untuk Menentukan Keluarga 

Penerima Manfaat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan hasil dari penelitian 

dan kajian mendalam mengenai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diterapkan di Desa Sumbergandu. 

Program BLT-DD merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan 

langsung kepada keluarga miskin dan rentan yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang sulit. 

Salah satu tahapan krusial dalam pelaksanaan program ini adalah musyawarah desa khusus, yang 

bertujuan untuk menentukan keluarga penerima manfaat dengan tepat dan adil. Melalui makalah 

ini, kami berusaha untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana proses musyawarah 

desa dilakukan, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas 

penyaluran bantuan. 

Penulisan makalah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Kami 

mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber, termasuk pemerintah desa, tokoh 

masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan informasi dan data yang sangat 

berharga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan 

yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama proses penulisan makalah ini. 

 

 

 

Madiun, 16 September 2024 
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ABSTRAK 

 

 

 
Musyawarah desa khusus merupakan mekanisme penting dalam menentukan keluarga penerima 

manfaat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Program ini bertujuan untuk 

membantu keluarga miskin dan rentan secara ekonomi, terutama di masa-masa krisis seperti 

pandemi. Namun, pelaksanaan musyawarah desa sering menghadapi tantangan seperti 

ketidakpahaman masyarakat terhadap kriteria penerima manfaat, kurangnya transparansi, serta 

data yang tidak akurat. Penelitian ini menganalisis proses musyawarah desa dalam menetapkan 

penerima manfaat BLT Dana Desa, dengan fokus pada kriteria penentuan, pelaksanaan 

musyawarah, serta transparansi dan akuntabilitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun 

musyawarah desa khusus dirancang untuk bersifat partisipatif dan adil, masih terdapat 

kesenjangan antara pelaksanaan ideal dan realitas di lapangan. Penguatan sistem pendataan, 

sosialisasi yang lebih baik, dan peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan sangat 

diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ini. Musyawarah desa khusus yang baik 

dapat menjamin bahwa BLT Dana Desa disalurkan kepada mereka yang benar-benar 

membutuhkan, sehingga mampu memberikan dampak signifikan dalam upaya pengentasan 

kemiskinan di tingkat desa. 
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